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ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN
PENUNDAAN PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH
SAMPAI MELAHIRK AN DI KECAMATAN JUNREJO KOTA BATU

A. Analisis Terhadap Alasan dan Akibat Peraturan Penundaan Perkawinan Wanita
Hamil di Luar Nikah Sampai Melahirkan di Kecamatan Junrejo Kota Batu

Seringkali kita dapati di masa sekarang ini pasangan muda yang melakukan
zina. Barangkali mereka tidak berniat pada awalnya untuk berzina. Namun
karena keteledoran dan tidak mengindahkan larangan untuk berkhalwat dan
seterusnya, maka mereka menjadi sasaran empuk jerat syaitan sehingga tanpa
disadari terjerumuslah mereka ke zina yang diharamkan.

Remaja yang scharusnya memprioritaskan titik fokusnya pada pendidikan
guna meneruskan cita-cita bangsa, harus hancur masa depannya begitu saja.
Kehamilan pra nikah sudah sangat jelas menuntut adanya sebuah pertanggung
jawaban.

Remaja percmpuan yang ketahuan hamil sebelum menikah menuntut untuk
segera dilangsungkannya pernikahan guna melindungi janin yang ada di dalam
kandungan perempuan tersebut schingga nantinya pada saat ia lahir, ia memiliki
orang tua laki-laki dan tidak sampai menyandang status anak luar kawin. Namun

ada juga beberapa pria yang enggan bertanggung jawab untuk menikahi pasangan
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yang telah hamil akibat hubungannya dengannya. Sehingga di antara orang tua
pihak perempuan yang mengetahui anak perempuannya tengah hamil, tergopoh-
gopoh untuk mencarikan laki-laki yang mau mengawini anaknya dan menjadi
orangtua dari anak yang lahir dari anak yang dikandung perempuan yang tengah
hamil tersebut.

Setiap orang Islam yang hendak menikah, akan mendatangi Kantor Urusan
Agama selaku kepanjangan tangan dari Kementerian Agama Negara RI yang
mengurusi masalah perkawinannya, KUA lah yang akan memproses pernikahan
mulai dari proses pendaftaran, rafak, hingga berlangsungnya akad dan
pencatatannya.

Di Kecamatan Junrejo, terdapat Paguyuban Pembantu Penghulu yang
masih berada dalam naungan KUA Junrejo yang diketuai olch koordinator modin
se kecamatan. Koordinator modin tersebut bertugas membantu KUA dalam
prosesi pendaftaran perkawinan. Termasuk pendaftaran perkawinan wanita
hamil.

Perkawinan perempuan hamil yang seharusnya bisa dilaksanakan, rupanya
tidak semua begitu. Di wilayah Kecamatan Junrejo Kota Batu, wanita yang
kebablasan dalam pergaulannya hingga akhirnya berujung pada kehamilan tidak
bisa serta merta melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang
menghamilinya, dalam artian tidak bisa melakukan akad nikah. Jika ia ingin

melangsungkan perkawinan harus menunggu anak yang dikandungnya lahir.
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Kebijakan yang dibuat oleh Paguyuban Pembantu Penghulu Junrejo ini
tidak lain dikarenakan maraknya fenomena hamil di luar nikah, sehingga untuk
meminimalisirnya perlu dilakukan suatu peraturan yang tegas. Peratura inilah
yang dirasakan cukup berat bagi pihak yang dirugikan, diantaranya yaitu pihak
perempuan dan anak yang lahir nantinya.

Hal tersebut seolah menjadi ancaman yang benar-benar menohok si
perempuan, ia tidak bisa menikah sampai anak yang dikandungnya lahir, artinya
keberadaannya sebagai pelaku zina akan diketahui orang banyak hingga
mengancam psikologisnya, ia akan mendapatkan cercaan dari orang sekitarnya
karcna telah ketahuan hamil di luar nikah, jika kondisi tersebut dibiarkan
berlarut-larut dan tidak segera dilangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang
menghamilinya, maka dikhawatirkan situasi buruk akan tcrjadi, seperti kasus
aborsi dan bunuh diri yang biasanya didominasi oleh tekanan psikologis. Kedua
kasus tersebut bisa terjadi dikarenakan si perempuan merasa hidupnya tidak
nyaman, selalu dihatui rasa malu, rendah diri, rasa berdosa, depresi, pesimis, dan
lain sebagainya.

Tak hanya sampai di situ, kehamilan yang sama sekali tidak pemah di
inginkan akibat ffee sex nya tersebut mengakibatkan hal yang tak kalah penting.
Selang beberapa bulan, akan ada anak yang dilahirkan si perempuan. Jika ia tidak
dinikahkan segera di awal kehamilannya, anak yang nantinya lahir tidak akan

mempunyai orang tua laki-laki yang sah. Tidak akan ada wali yang akan menjadi
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walinya jika anak tersebut perempuan, tidak akan menjadi ahli waris dari orang
tua laki-lakinya, karena sejatinya ia hanya mempunyai orang tua perempuan, jadi
segala hak keperdataan yang menempel padanya kelak hanya akan ia hubungkan
dengan ibunya.

Hal tersebut juga akan menimbulkan tekanan psikologis tersendiri bagi
anak, karena biar bagaimanapun ia menyandang aib yang dikarenakan latar
belakang kelahirannya sehingga eksistensinya mendapatkan predikat anak luar
nikah serta disebabkan faktor realitas keluarganya yang tidak utuh. Realitas
tersebut tentu akan menimbulkan dampak lebih lanjut lagi, karena biar
bagaimanapun keutuhan keluarga sangat mempengaruhi perkembangan
psikologis dan sosial scorang anak.

Jika perempuan tersebut tidak bisa melaksanakan, yang paling dirugikan
jalah si perempuan, selain ia akan menyandang status yang hina di mata
masyarakat dan menjadi orangtua tunggal yang menyaksikan kelahiran anaknya,
ia juga masih harus membiayai anak tersebut, di sini sangat jelas bahwa ia seolah
yang menanggung semua beban akibat perbuatan yang ia lakukan dengan
pasangan zinanya. Sementara pasangan zinanya dibiarkan meninggalkannya
tanpa adanya pertanggungjawaban.

Di indonesia scndiri, sebelumnya tidak ditemukan hukum tertulis perihal
penyelesaian masalah kawin hamil di luar nikah, kebanyakan dari mereka

biasanya langsung menikahkan saja tanpa menunggu kelahiran anak yang
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dikandungnya, hal ini ditujukan untuk menutupi aib agar tidak sampai menyebar
ke antero masyarakat.

Masyarakat dalam merespon perihal kehamilan di lvar nikah yang
disecbabkan perzinaan biasanya melakukan pengasingan dan pengisolasian
terhadap pelaku zina, keturunan dan bahkan keluarganya. Respon tersebut seolah
tidak memanusiakan pelaku zina dan keluarganya, yang terpenting ialah
keberadaan anak yang dilahirkannya juga akan terkena imbasnya, anak yang
semestinya tidak menanggung dosa tetapi ia harus menerima hukuman akibat
perilaku orang tuanya.

Dari sinilah payung hukum untuk perlindungan perempuan agar tidak
ditelantarkan dan perlindungan terhadap anak diperlukan, perkawinan perempuan
hamil pada akhimya diperbolehkan dan termuat dalam Pasal 53 Kompilasi
Hukum Islam.

Ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam bisa dikatakan sebagai wujud
penyelesaian masyarakat dengan cara melangsungkan perkawinan antara
pasangan zina yang telah hamil tersebut. sistem itu sendiri didukung olch realitas
sejarah yang telah menunjukkan bahwa produk-produk pemikiran yang sering
dianggap sebagai hukum Islam tentu merupakan hasil dari interaksi diantara para
pemikir hukum dengan lingkungan yang mengitarinya.

Produk hukum menikahkan perempuan hamil di luar nikah semacam itu

bisa diterima sebagai hukum yang positif sebagai bagian dari pengembangan
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hukum dewasa ini yang bersifat jjtihadiyah karena dianggap mengandung unsur
kemaslahatan yang begitu besar bagi perempuan sekaligus bagi anak yang
dilahirkan. Sehingga melalui langkah ini lah, ketentuan pada Pasal 53 Kompilasi
Hukum Islam mempunyai landasan sosiologis yang kuat, sehingga bisa efektif
diterapkan dalam masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Kecamatan
Junrejo yang memberlakukan peraturan penundaan perkawinan bagi wanita yang
telah hamil di lvar nikah.

Sehingga bilamana ada pasangan yang hamil di luar nikah bisa saja
dilangsungkan pernikahan tanpa menunggu kelahiran anaknya, dengan syarat
laki-laki yang menikahi perempuan tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya
sesuai dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.'

Meminimalisir angka hamil di luar nikah yang dijadikan alasan
diberlakukannya peraturan penundaan perkawinan wanita hamil di luar nikah di
Kecamatan Junrejo Kota Batu merupakan hal yang dirasa cukup berat. Apalagi
dengan tujuan menjerakan pelaku zina. Meski peraturan penundaan tersebut
diberlakukan, tetap saja tidak menutup kemungkinan adanya kehamilan di luar
nikah karena pada dasarnya hal tersebut bisa terjadi pada siapa saja, biarlah hal
tersebut menjadi urusannya dengan Allah di akhirat nanti, karcna melihat begitu

besar madarat jika tidak segera dilakukan perkawinan.

! Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Rl No. 1 Tahun 1991.
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Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 juga ditegaskan bahwa anak yang sah
ialah anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah.” Hal ini menunjukkan
bahwa akan ada hak yang begitu besar yang di bawa oleh anak yang akan lahir
dari suatu pernikahan, jika perkawinan tersebut bisa dilaksanakan, maka
otomatis hak anak tersebut akan terlindungi. Begitu pula anak zina, selama
dilaksanakan pernikahan sebelum kelahiran anaknya, maka anak tersebut akan

menjadi anak yang sah.

Meskipun perkawinan perempuan hamil di luar diperbolehkan, hal ini
bukan berarti melegalkan perzinahan. Upaya meningkatkan ketakwaan dan
pemahaman terhadap larangan agama harus senantiasa ditingkatkan, demikian
juga pengawasan dari lingkungan sekitar baik keluarga, masyarakat, ataupun
tokoh agama kian diperhatikan agar senantiasa menjaga pergaulan muda-mudi
yang memprihatinkan itu. Sehingga bisa meminimalisir perzinahan dan

kehamilan di luar nikah, khususnya di wilayah Kecamatan Junrejo Kota Batu.

. Analisis Hukum Islam terhadap Peraturan Penundaan Perkawinan Wanita Hamil

di Luar Nikah sampai Melahirkan di Kecamatan Junrejo Kota Batu

Islam sebagai agama terakhir yang diwahyukan Allah SWT. kepada Nabi

Muhammad saw. telah dijamin kesempurnaannya. Kesempurnaan ajaran dalam

? Pasal 42 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
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hal ini mengacu pada ajaran-ajaran yang dikandung di dalam al-Qur’an dan Hadis
sebagai sumbernya, yakni mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tak
terkecuali permasalahan penting yang memberikan akibat yang panjang, yaitu

masalah pernikahan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan
rahmat dan memberikan kontribusi yang besar berwujudkan hikmah bagi umat
semesta alam. Hukum Islam yang terkandung di dalam sumber utamanya tidak
disebutkan secara rinci, hal tersebut dikarenakan kondisi hukum sewaktu
dilahirkan dan ketika diterapkan itu berbeda, atau dengan kata lain masyarakat
senantiasa berubah mengiringi perubahan zaman.

Tidak ada jalan lain untuk menempuh hal tersebut kecuali dengan
melakukan ijtihad. Dengan ijtihad, hukum Islam akan mampu dan bisa
menyesuaikan keadaan kapanpun dan dimanapun. Seperti masalah perkawinan
wanita hamil di luar nikah yang cukup menjadi sorot berbagai macam kalangan
saat ini.

Perkawinan merupakan proses tatanan kehidupan baru yang akan dilalui
pasangan laki-laki dan perempuan dalam suatu rumah tangga yang baru, berbagai
macam ketentuan pun diatur secara jelas oleh hukum perkawinan dalam
hukumnya tersendiri, ketentuan tersebut diperoleh dari dalil-dalil yang sudah

jelas dan digali dari sumber-sumber yang kecil sekalipun.
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Seorang perempuan yang belum pernah menikah yang biasa dinamakan
gadis, tentunya tidak juga pernah hamil karena memang belum pernah kawin,
namun yang menjadikan persoalan yaitu jika gadis tersebut ternyata hamil, maka
bisa dipastikan bahwa kehamilannya tak lain dan tak bukan discbabkan oleh
hubungan seksual di luar perkawinan. Akibatnya, dengan berbagai pertimbangan
yanga ada, maka segera saja dilaksanakan perkawinan.

Dalam ketentuan hukum Islam, orang yang melakukan hubungan seksual di
luar perkawinan disebut zina, jika perempuan yang berzina itu sampai hamil dan
melaksanakan perkawinan, maka para imam fikih berbeda pendapat dalam
menyikapinya. Apakah perempuan terscbut boleh melangsungkan perkawinan
atau tidak boleh.

Imam fikih yang memperbolehkan dilangsungkannya perkawinan wanita
hamil yaitu Imam Syafi’i, menurutnya, kehamilan seorang wanita di luar nikah
yakni kehamilan yang disebabkan dari perzinahan tidak mempunyai ‘ddah sama
sekali, bagaimana bisa mempunyai masa ‘ddah jika sebelumnya tidak
dilangsungkan perkawinan, jadi secara langsung perkawinan wanita hamil diluar
nikah bisa dilaksanakan baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun
tidak. Begitu juga ulama mazhab Hanafi yang memperbolehkan perkawinan
wanita hamil, hanya saja tidak memperbolehkan melakukan persetubuhan antara
keduanya. Hal tersebut semata ingin menghormati anak yang ada dalam

kandungan.
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Sedangkan ulama yang tidak memperbolehkan dilangsungkannya
perkawinan antara wanita hamil ialah ulama mazhab Maliki dan Hanbali,
menurutnya, wanita yang hamil karena zina mempunyai masa iddah layaknya
wanita hamil yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya, yakni sampai pada
kelahiran anaknya. Ulama mazhab Hanbali menambahkan adanya taubat yang

harus dilakukan oleh pelaku zina.

Rupanya alasan ketidakbolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita
hamil di luar nikah bagi Imam Malik dan Hanbali inilah yang dijadikan acuan
dasar adanya peraturan penundaan perkawinan wanita hamil di luar nikah sampai
melahirkan di wilayah Kecamatan Junrejo Kota Batu, pernikahannya baru bisa
dilaksanakan setelah anak yang dikandungnya lahir. Tentunya dasar tersebut juga
berangkat dari dalil al-Qur’an surat an-Nur ayat 3 dan Hadis Nabi saw. yang

menyatakan demikian.

Hal tersebut dilakukan semata untuk meminimalisir angka perzinahan yang
tak karuan banyak di daerahnya, juga untuk menghormati perempuan agar tidak
diremehkan oleh laki-laki yang dengan seenaknya saja menghamili perempuan.
Kehamilan di luar nikah pada awalnya diketahui dari legalisir buku nikah untuk
pembuatan akta kelahiran anaknya di KUA Junrejo, dari sana diketahui bahwa
jangka waktu pernikahan dengan kelahiran anaknya tidak berselang lama, hanya

beberapa bulan saja.
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KUA Junrejo sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Agama tidak
bisa tinggal diam begitu saja menyikapi hal itu, dengan melakukan beberapa
sosialisasi kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat sendiri akan
maraknya tingkat kehamilan di luar nikah, upaya preventif terhadap kasus

kehamilan diluar nikah dilakukan dengan menunda perkawinannya.

Kebijakan tersebut benar telah dilaksanakan pada awal tahun 2011 lalu.
modin Junrejo sebagai pembantu penghulu KUA Junrejo dengan tegas akan
menunda perkawinan wanita hamil sampai kelahiran anaknya, pendaftaran bisa

dilayani, namun untuk menikahkan harus menunggu kelahiran anaknya.

Melihat realita tersebut, bisa disimpulkan bahwa jika penundaan
tersebut terus dilaksanakan akan ada banyak anak lahir tanpa keberadaan orang
tua laki-lakinya, hingga akan menjadikan status anak luar kawin pada dirinya
kian makin jelas. Padahal dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri sudah jelas
diatur mengenai perkawinan wanita hamil di luar nikah bisa dilaksanakan tanpa
menunggu kelahiran anaknya, dengan catatan dilakukan dengan laki-laki yang

menghamilinya.

Ketentuan kebolehan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam
merupakan hasil produk ijtihad dari ulama dengan melalui proses yang benar-

benar matang, tidak bisa begitu saja bisa tidak diberlakukan sebagaimana kaidah

fikih 2Gz>-Y\ 533N Sy,
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Kompilasi Hukum Islam yang sering disebut sebagai Fikih dalam bahasa
perundangan merupakan karya besar ulama dan umat Islam Indonesia. Karena itu
sudah sepatutnya dipahami dan ditempatkan' sebagai pedoman hukum yang
dijadikan referensi hukum dalam menjawab setiap persoalan hukum yang
muncul, baik di Pengadilan Agama maupun di masyarakat, tidak terkecuali

masyarakat Junrejo.

Hal itu dikarenakan Kompilasi lebih dekat sebagai perudang-undangan,
mengingat ia ditegaskan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia,
kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Agama selaku pemimpin
dan pcmerintah yang sah. Karena itu, sepanjang mendatangkan kemaslahatan

bersama, ia wajib ditaati.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 juga menegaskan bahwa anak yang sah
ialah anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah. Sangat disayangkan jika
kehamilan pasangan zina yang baru berumur satu bulan sudah harus ditunda
pelaksanaan nikahnya hingga menunggu anak yang dikandungnya lahir, padahal

jika langsung dilaksanakan, kemaslahatannya akan jauh lebih besar.

Dalam al-Qur’an surat an-Nur ayat 3 dijelaskan bahwa wanita yang berzina
dengan laki-laki yang berzina boleh dinikahkan. Dan inilah yang dijadikan dalil
oleh Imam mazhab yang memperbolehkan perkawinan wanita hamil maupun

penundaan perkawinan wanita hamil.
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Jika dilihat dari asbab an-nuzul surat ini, ayat ini turun berkenaan dengan
laki-laki muslim yang berniat mengawini wanita tuna susila kaum Mursid dan
‘Anaq, kemudian ayat ini turun dan mengharamkan hal yang demikian. Jika
melihat keharamannya, perkawinan tersebut diharamkan dikarenakan perempuan
yang akan dikawini ialah perempuan yang telah terbiasa berzina dalam artian
berprofesi sebagai pezina dan yang menikahi ialah seorang laki-laki muslim yang

taat.

Apabila dihubungkan dengan kasus ini, penundaan perkawinan wanita
hamil di luar nikah di Kecamatan Junrejo kurang tepat, karena di Kecamatan
Junrejo, pihak perempuan yang telah hamil di luar nikah yang hendak menikah
ialah pasangan zinanya, Jadi jika melangsungkan perkawinan tidaklah

diharamkan sebagaimana peristiwa kaum Mursid dan ‘Anaq.

Jika di dalam Aadis menyebutkan bahwa perempuan yang hamil dari hasil
zina tidak boleh dinikahkan karena pada dasarnya tidak boleh menyiramkan air
ke tanaman orang lain, itu merupakan hal yang sekiranya cukup menimbulkan
tanda tanya, kalau yang menikahi perempuan tersebut laki-laki lain, baru bisa
dikatakan menyiramkan air ke tanaman orang lain, namun jika yang menikahi

perempuan itu laki-laki yang menghamilinya maka sah-sah saja.

Kalau pun ada yang berpendapat bahwa hal itu sama saja dengan

mencampurkan air pertama yakni air yang kotor karena perzinahan dengan air



92

yang suci yakni dalam ikatan perkawinan jadi harus dihormati, hal tersebut juga
lumayan janggal, karena pada dasarnya kechormatan air pertama tidak akan
tercampur dengan air yang kedua,dan jika ia tidak dinikahkan dikhawatirkan

perzinahan akan berjalan secara continue.

Masalah kontroversial ini tidak berhenti sampai di sini saja, beberapa bulan
kemudian akan ada yang lahir akibat dari kehamilan perempuan itu, jika anak
yang dilahirkannya perempuan, secara otomatis ia tidak akan mempunyai wali
nasab pada saat ia menikah nantinya. Belum lagi masalah hak kewarisan dan

keperdataan lain yang akan hilang.

Kemaslahatan yang mengedepankan magqasid as-syari’ah, yaitu hifz ad-din,
hifz an-nafs, hifz al-‘aql, hifz an-nasl, dan hifz al-mal, Menganggap bahwa
penundaan perkawinan wanita hamil merupakan langkah yang kurang tepat

karena madarat yang disebabkan olehnya lebih besar dari pada maslahatnya.

Kebijakan penundaan perkawinan wanita hamil diluar nikah sampai
kelahiran anaknya yang menggunakan metode sadd az-zari’ah, bertolak dengan
teori kemaslahatan yang digunakan oleh penulis, masalah penundaan perkawinan
wanita hamil merupakan maslahah mu’tabarah, berangkat dari dalil al-Qur’an
Surat an-Nur ayat 3, dan dengan memakai kaidah dar’v al-mafasid mugoddam
‘ala jalbi al-masalih dipandang dari sudut yang berbeda dari kacamata peraturan

penundaan perkawinan wanita hamil di luar nikah di Kecamatan Junrejo Kota
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Batu, penulis menganggap lebih besar mas/ahat dilakukan perkawinan bagi

wanita hamil di luar nikah.

Pernikahan yang bertujuan membetuk keluarga yang bahagia, sakinah,
mawaddah wa rahmah, tidak bisa direalisasikan jika perkawinan wanita hamil
tersebut tidak bisa dilangsungkan. Jika perkawinan tersebut dilangsungkan,
dengan melihat aspek kemaslahatan yang ada diharapkan dikemudian harinya
akan ada orang tua yang nantinya akan bertanggung jawab atas segala
pengasuhan dan pendidikan anak-anaknya sampai ia dewasa, pelaku perzinahan
mendapatkan kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki segala perilaku
buruknya dengan membina keluarga yang sah, terhormat dan dilindungi hukum,
serta mengembalikan harkat martabat dan kehormatan keluarga besarnya dan
menutup nya dari aib keluarga tersebut atas perilaku salah satu dari angota

keluarganya.

Permasalahan perkawinan wanita hamil karena zina memang penuh dengan
ikhtilaf, masing-masing punya alasan sendiri. Apa pun alasannya diharapakan
bisa menjadikan kita sebagai manusia yang senantiasa menjaga diri dari hinanya

jurang perzinahan demi menjaga akibat yang ditimbulkan nantinya.

Kebijakan Peguyuban Pembantu Penghulu Junrejo yang dalam hal ini
dikuasai oleh modin untuk menunda perkawinan wanita hamil sampai melahirkan

sebagai upaya preventif tersebut memang tidak bisa disalahkan karena pada
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dasarnya mereka juga mempunyai dasar tersendiri dan tujuan sendiri, namun
yang perlu diperhatikan di sini ialah jika memang upaya preventif itu sudah
dilakukan namun masih saja ditemui kasus perzinahan, alangkah menderitanya
pihak perempuan selaku pihak yang paling dirugikan dan anak yang lahir akibat

hubungan free sex nya itu jika tidak dilaksanakan perkawinannya.

Pembantu Penghulu (modin ) Junrejo selaku pejabat yang mewakili KUA
Junrejo dalam hal ini benar saja jika melakukan penundaan karena keberadaannya
sebagai suatu instansi atau lembaga yang melakukan sebuah praktisi di
wilayahnya tersendiri, begitu juga pihak yang setuju untuk memperbolehkan
perkawinan wanita hamil tanpa menunggu kelahiran anaknya juga demikian

benarnya, karena perbedaan kedudukannya selaku pengungkap teori.



